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                                                 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

 1: PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pengertian Dasar Negara: Fondasi, landasan, sumber dari segala sumber hukum yang mengatur penyelenggaraan negara.
Mengapa Pancasila jadi Dasar Negara?
a. Yuridis: Tertuang di Pembukaan UUD 1945 alinea 4 sebagai dasar negara yang sah.
b. Historis: Hasil perjanjian luhur (modus vivendi) pendiri bangsa, bukan paksaan.
c. Filosofis: Nilai-nilainya sudah ada di bumi Nusantara sejak zaman kerajaan.

Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara:
a. Sumber dari segala sumber hukum: Semua UU, Perda, Peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. (UU No.12/2011)
b. Cita-cita hukum (Rechtsidee): Menjadi cita-cita keadilan bangsa Indonesia
c. Jiwa bangsa (Volksgeist): Kepribadian bangsa yang membedakan dengan bangsa lain.
d. Perjanjian luhur: Kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu.

Ibarat Kalau negara itu gedung, Pancasila itu pondasinya. Tanpa pondasi, gedung runtuh.
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 2: HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945

Merupakan  hubungan yang paling sakral. Tidak bisa dipisahkan.
1. Pembukaan UUD 1945 terdiri 4 Alinea:
2. Alinea 1-3: Mengandung Sila 1,2,3 (Kemerdekaan adalah hak segala bangsa)
3. Alinea 4: Inilah tempat Pancasila dirumuskan secara resmi dan otentik.

B. Hubungan Kausal Organis:
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila punya hubungan sebab-akibat yang saling menghidupi.
a. Pembukaan adalah sumber hukum tertinggi. Di atas batang tubuh UUD 1945. (Tap MPR http://No.III/2000)
b. Pembukaan tidak bisa diubah. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, yang bisa diubah hanya batang tubuh, bukan Pembukaan. Artinya Pancasila bersifat permanen.
c. Pancasila ada di dalam Pembukaan. Jadi membubarkan Pancasila = membubarkan Pembukaan = membubarkan Negara Indonesia.

C. 4 Pokok Pikiran Pembukaan = Penjelmaan Pancasila:
1. Pokok Pikiran 1: Negara melindungi segenap bangsa (Sila 3 Persatuan)
2.Pokok Pikiran 2: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial (Sila 5)
3.Pokok Pikiran 3: Negara berkedaulatan rakyat (Sila 4 Kerakyatan)
4.Pokok Pikiran 4: Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1 & 2)

 3: PENJABARAN PANCASILA DALAM UUD 1945 (Batang Tubuh)

Pancasila itu abstrak, UUD 1945 itu penjabarannya yang konkret.
Sila Pancasila Penjabaran di Pasal UUD 1945
Sila 1: Ketuhanan YME Pasal 29: Negara berdasar Ketuhanan YME, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agama.
Sila 2: Kemanusiaan Adil & Beradab Pasal 27, 28A-28J: Tentang Hak Asasi Manusia. Persamaan kedudukan di hukum.
Sila 3: Persatuan Indonesia Pasal 1 ayat 1: Negara Indonesia adalah negara kesatuan. 

Pasal 32: Bahasa, bendera, lambang negara. Pasal 35-36C
Sila 4: Kerakyatan... Pasal 2, 3, 6A, 19-22B: Tentang MPR, DPR, DPD, Presiden, Pemilu, Musyawarah.
Sila 5: Keadilan Sosial Pasal 33: Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Pasal 34: Fakir miskin dipelihara negara. Pasal 27 ayat 2: Hak atas pekerjaan.
Contoh nyata: Sila 5 bilang "Keadilan Sosial", maka di UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dijabarkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pancasila sebagai dasar Negara
  Disebutkan juga sebagai dasar falsafah Negara (Fhilosofische Ronslag), ideologi Negara (Staatidee).
  Pancasila merupakan suatu dasar dan norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dasar untuk mengatur  
  penyelenggaraan Negara, sehingga Pancasila= sumber dari segala sumber hukum.
  Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan/cita-cita hukum, 
  menguasai hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritiskan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut:
1) Merupakan sumber dari segala hukum Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 deijelmakan lebih lanjut ke dalam empati pokok pikiran.
2) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945
3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara(baik hukum tertulis maupun tidak tertulis).
4) Mengandung norma yang mengharuskanUUD untuk mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara(termasuk partai dan golongan fungsional) memegang teguh ita0cita moral rakyat yang luhur.
5) Merupakan sumber semangat dari UUD 1945 bagi para penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional).
Dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai  Dasar Negara Republik Indonesia .
a. Implementasi Pancasila sebagai dasar Negara
Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara duwujudkan dengan pembentukan sistem hukum opsional dalam suatu tertib hukum (legal order) dimana Pancasila menjadi norma dasarnya. Pancasila adalah Dasar Negara dari NKRI.
Menurut teori jenjang norma (stufentheoria) yang dikemukakan oleh Hans Kellen, dasar Negara berkedudukan sebagai norma dasar (grundnorm) dari suatu Negara atau disebut norma. Fundamental Negara. Grundnorm merupakan norma hukum tertinggi dalam Negara. Di bawah Grundnorm terdapat norma-norma hukum yang bertingkat-tingkat itu membentuk susunan hierakris yang disebut sebagai tertib hukum.

Suatu norma yang lebih rendah berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi, sehingga norma tertinggi dikatakan sebagai norma dasar (Grundnorm). 
Norma tertinggi ini ditatakan oleh masyarakat sebgai norma dasar tempat bergantung norma-norma dibawahnya.
Teori Hans Kelsen ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky, yang menyebutkan norma tertinggi dalam Negara sebagai norma fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)  Norma dalam Negara itu selain berjenjang, bertingkat, dan berlapis juga membentuk kelompok norma hukum. Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma hukum terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu:
1) Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental Negara
2) Staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara
3) Normellgestz atau undang-undang
4) Veroranung dan Autonome Satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom
Apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hann Nawiasky untuk norma di Indonesia, maka Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm menurut Hans Kelsen atau staatsfundamentalnorm menurut Hann Nawiasky. Di bawah grundnorm atau staatsfundamentalnorm terdapat staatsgrundgesetz atau aturan dasar Negara, yang disebut juga dengan hukum dasar Negara atau konstitusi Negara. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi Negara.
Menurut Prof. Hamid S. Attamimi kedudukan Pancasila sebagai cita hukum memiliki 2 fungsi, yaitu:
1) Fungsi Regulatif: Cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat.
2) Fungsi Konstitutif: Fungsi yang emnentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum.
“Norma Fundamental” berisi norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD suatu Negara, merupakan landasan dasar bagi filosofi yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara lebih lanjut.
Di Indonesia, norma tertinggi ini adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi Pancasila sebagai Dasar Negara dapat disebutkan bahwa:
1) Norma dasar
2) Staastfundamentalnorm
3) Norma pertama
4) Pokok kaidah Negara yang fundamental
5) Cita hukum (Rectsidee)

Prof. Notonagoro menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental, sedangkan Pancasila sebagai unsur pokok kaidah Negara yang fundamental. Aturan dasar di bawah norma fundamental Negara adalah aturan dasar atau pokok Negara yang isinya bersifat pokok dan merupakan aturan umum dan garis besar, seperti pembagian kekuasaan Negara, hubungan, serta hubungan antar lembaga Negara, Negara dengan warga Negara.
Dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala  sumber hukum Negara, sebagaimana tercantum dalam P embukaan UUD 1945.Sebagai sumber nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 Dalam UU no. 10/2004 ini disebutkan jenis dan hierarkhi peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
1) UUD Negara RI 1945
2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3) Peraturan pemerintah
4) Peraturan Presiden
5) Peraturan Daerah
Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara berkedudukan sebagai norma dasar bernegara yang menjadi sumber, dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif bagi penyusunan hukum-hukum Negara.



                                                                                    Pancasila 
Pembukaan UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945
				                                    Undang-Undang/Perpu
			                                                 PP/Perpu/Perda

Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut
1) UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Republik Indonesia  yang memuat/meliputi:
1) Hak-hak asasi manusia
2) Hak dan kewajiban warga Negara
3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara
4) Wilayah Negara dan pembagian daerah
5) Kewarnegaraan dan kependudukan
6) Keuangan Negara
2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang  (PERPU )            
Undang-undang dibuat oleh DPR bersama-sama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal yang memaksa, dengan ketentuan:
1) PERPU harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya
2) DPR dapat  menerima atau menolak PERPU
3) Jika DPR menerima maka PERPU menjadi Undang-Undang , bila ditolak PERPU  tab. Harus dicabut.
3 Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang
4 Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP
5 Peraturan Daerah memuat materi dalam rangka penyelesaian penyelanggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN NEGARA
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Disini kita lihat  Apakah kebijakan negara sudah Pancasilais?

1. BIDANG POLITIK
Nilai Pancasila: Sila 4 Kerakyatan
Implementasi 
a.Sistem demokrasi Pancasila, bukan liberal bebas. Ada musyawarah, bukan hanya voting.
b.Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia (Luber Jurdil) - Pasal 22E
c.Otonomi Daerah: Memberi kekuasaan ke daerah untuk keadilan (Sila 5)
d .Kebijakan: UU Pemilu, UU Partai Politik, Pilkada langsung.
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Nilai Pancasila: Sila 5 Keadilan Sosial
Implementasi - Sistem Ekonomi Pancasila:
Bukan kapitalisme (hanya untuk kaya), bukan sosialisme (negara kuasai semua). Tapi Ekonomi Kekeluargaan.
a.Pasal 33: Koperasi sebagai soko guru ekonomi
b.BUMN untuk hajat hidup orang banyak (PLN, Pertamina, BPJS)
c.Kebijakan: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, UMKM.
d.Larangan monopoli yang merugikan rakyat (UU No.5/1999)

3. BIDANG SOSIAL BUDAYA
Nilai Pancasila: Sila 1, 2, 3
Implementasi:

a.Sila 1: Kementerian Agama, UU Penodaan Agama, Hari libur keagamaan dijamin. Toleransi antar umat.
b.Sila 2: UU HAM, Komnas HAM, kesetaraan gender.
c.Sila 3: Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, Bhinneka Tunggal Ika.
d.Kebijakan: Kurikulum pendidikan karakter Pancasila, pelestarian budaya daerah.

4. BIDANG HANKAM (Pertahanan & Keamanan)
Nilai Pancasila: Sila 3 Persatuan & Sila 1 Ketuhanan
Implementasi - Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata):
a.Pertahanan bukan hanya tugas TNI, tapi seluruh rakyat (Wajib Bela Negara Pasal 27 ayat 3 & Pasal 30)
b.TNI sebagai alat negara, bukan alat politik.
c.Kebijakan: Wajib militer Komponen Cadangan (Komcad), Densus 88 anti-terorisme untuk menjaga Sila 1 & 2, Operasi menjaga perbatasan NKRI.
d.Doktrin: NKRI Harga Mati.

RANGKUMAN AKHIR:
Pancasila (abstrak) -> Pembukaan UUD 1945 (jantung) -> Batang Tubuh UUD 1945 (penjabaran) -> UU/Perda/Kebijakan di 4 bidang (pelaksanaan nyata).

Soal Latihan :
1.  Jelaskan Penjabaran pancasila yang terdapat dal Pembukaan UUD 1945
2.  Jelaskan Apa yang diatur   Dalam UU No. 10 tahun 2004 
3. Jelaskan jelaskan apa yang diatur dalam Tap No. XVIII/ MPR/ 1998 
4. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum Menurut Prof. Hamid S. Attamimi 
5. Jelaskan muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
6.  Jelaskan  menurut Prof. Hamid S. Attamimi  tentang kedudukan Pancasila sebagai cita hukum  serta fungsinya.
7. Jelaskan Implementasi Pancasila dalam beberapa bidang 
8. Jelaskan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Republik Indonesia  yang memuat/meliput tentang apa saja 
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